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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga buku ajar Hukum Islam ini dapat disusun
dan diselesaikan. Buku ajar ini disusun sebagai bahan ajar bagi
mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum, dalam
memahami konsep dasar, prinsip, serta penerapan hukum Islam
dalam sistem hukum di Indonesia.

Penyusunan buku ajar ini didasarkan pada kebutuhan
pembelajaran yang menuntut adanya materi yang sistematis, mudah
dipahami, dan relevan dengan perkembangan hukum dan
masyarakat. Materi dalam buku ini mencakup pembahasan mulai dari
pengantar hukum Islam, sumber dan asas hukum Islam, kedudukan
hukum Islam dalam sistem hukum nasional, lembaga peradilan Islam,
hukum keluarga Islam, hukum waris Islam, zakat, wasiat, hibah,
wakaf, hingga hukum ekonomi syari’ah. Dengan susunan tersebut,
diharapkan mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif
dan terpadu mengenai hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki
keterbatasan dan membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu,
kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi
perbaikan dan pengembangan buku ajar ini di masa mendatang. Akhir
kata, penulis berharap buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi
mahasiswa, dosen, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam

pengembangan keilmuan hukum Islam.

Tondano, 29 Januari 2026

Penulis
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BAB I KONSEP DASAR
HUKUM ISLAM

A. PENDAHULUAN
Sebagai bagian dari sistem hukum yang berkembang di Indonesia,

Hukum Islam tidak hanya berperan dalam pembentukan norma
sosial, tetapi juga memberi kontribusi terhadap perkembangan
regulasi dan praktik hukum dalam berbagai bidang. Oleh karena itu,
pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dalam Hukum Islam
menjadi langkah awal yang perlu dikuasai sebelum mempelajari
cabang-cabang hukum lainnya.

Melalui bab ini, pembaca akan diperkenalkan pada alasan dan
urgensi mempelajari Hukum Islam di lingkungan Fakultas Hukum,
terutama dalam kaitannya dengan realitas hukum nasional dan
kebutuhan masyarakat. Selain itu, bab ini juga menjelaskan istilah-
istilah pokok yang sering digunakan dalam kajian Hukum Islam,
seperti syari’ah dan figh, agar mahasiswa mampu membedakan
keduanya secara tepat sekaligus memahami hubungan konseptual di
antara keduanya. Pada pembahasan ini akan memberikan landasan
awal bagi mahasiswa untuk memahami Hukum Islam sebagai salah
satu bidang kajian yang memiliki posisi penting dalam ilmu hukum.

Pembahasan dalam bab ini juga diarahkan pada pengenalan
sumber-sumber Hukum Islam yang menjadi rujukan utama maupun
pelengkap dalam penetapan hukum. Pemahaman mengenai sumber
hukum ini penting untuk melihat bagaimana hukum dirumuskan,
dikembangkan, dan dijadikan dasar dalam menetapkan suatu
ketentuan hukum. Pada bagian akhir, bab ini memaparkan tujuan dari

ditetapkannya Hukum Islam (magasid al-syari’ah), yang menjadi
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BAB II DIFERENSIASI
MAZHAB HUKUM DALAM
ISLAM

A. PENDAHULUAN
Perkembangan hukum Islam tidak berhenti pada masa Nabi

Muhammad Saw., melainkan terus berlanjut seiring meluasnya
wilayah dan interaksi umat Islam dengan beragam budaya, kebiasaan,
dan persoalan sosial yang belum pernah muncul sebelumnya. Setelah
Nabi wafat, kebutuhan untuk menemukan jawaban atas persoalan
baru mendorong para ulama melakukan ijtihad sebagai upaya
memahami kehendak Tuhan dalam konteks yang terus berubah.
Perbedaan hasil ijtihad, pengalaman keilmuan, metodologi, serta cara
memandang teks-teks agama melahirkan keragaman pemikiran yang
kemudian dikenal sebagai mazhab hukum dalam Islam.

Lahirnya mazhab bukanlah tanda perpecahan, tetapi kekayaan
intelektual yang menunjukkan dinamika hukum Islam sepanjang
sejarah. Setiap mazhab tumbuh dari lingkungan sosial, kebudayaan,
dan perkembangan keilmuan tertentu, sehingga memberi corak dan
metode yang berbeda dalam menetapkan hukum. Dari sinilah muncul
berbagai mazhab figh, baik yang berkembang secara luas seperti
Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, maupun mazhab-mazhab yang
kini tidak lagi dominan. Bab ini mengajak mahasiswa untuk
memahami bagaimana perbedaan tersebut muncul, faktor-faktor yang
mempengaruhinya, serta kontribusi masing-masing mazhab dalam

membentuk khazanah hukum Islam hingga hari ini.
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BAB III KEBERADAAN
HUKUM ISLAM DI
INDONESIA

A. PENDAHULUAN
Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang hidup

dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan
penduduk Muslim terbesar di dunia, keberadaan hukum Islam tidak
dapat dipisahkan dari dinamika sosial, budaya, dan hukum nasional.
Dalam praktiknya, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma
keagamaan, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem hukum
negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga
peradilan.

Bab ini membahas keberadaan hukum Islam di Indonesia secara
umum, meliputi sejarah perkembangannya, kedudukannya dalam
sistem hukum nasional, serta bentuk-bentuk penerapannya dalam
kehidupan masyarakat. Pembahasan ini penting untuk memberikan
pemahaman kepada mahasiswa mengenai posisi hukum Islam sebagai
salah satu sumber pembentukan hukum nasional di tengah pluralisme
hukum yang berlaku di Indonesia.

Melalui pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan
mampu memahami konsep dasar hukum Islam, menjelaskan
eksistensi dan peran hukum Islam di Indonesia, serta mengaitkannya

dengan praktik hukum yang berlaku saat ini.
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BAB IV LEMBAGA
PERADILAN ISLLAM DI
INDONESIA

A. PENDAHULUAN
Lembaga peradilan Islam merupakan salah satu institusi penting

dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam
penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga
Islam. Keberadaan peradilan Islam di Indonesia mencerminkan
pengakuan negara terhadap hukum Islam sebagai hukum yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat.

Secara yuridis, lembaga peradilan Islam di Indonesia diwujudkan
melalui Peradilan Agama yang memiliki kewenangan khusus dalam
menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Pengaturan
mengenai Peradilan Agama menunjukkan adanya integrasi antara
hukum Islam dan sistem peradilan nasional, tanpa mengabaikan
prinsip negara hukum dan pluralisme hukum di Indonesia.

Bab ini membahas lembaga peradilan Islam di Indonesia, meliputi
Lembaga kekuasaan kehakiman, Badan peradilan dibawah
Mahkamah Agung sebagai jembatan untuk memahami eksistensi
Peradilan Agama dari segi kewenangan serta Hukum Acara Peradilan
Agama. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
kepada mahasiswa mengenai peran strategis lembaga peradilan Islam

dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
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BAB V HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN
Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam

yang mengatur hubungan hukum dalam lingkup keluarga, khususnya
yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan
kewajiban suami istri, serta akibat hukum dari hubungan tersebut. Di
Indxsonesia, hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang kuat
karena selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, juga telah
diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai
peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta mewujudkan
ketertiban dan keadilan dalam kehidupan keluarga umat Islam. Oleh
karena itu, pemahaman terhadap konsep dan dasar hukum keluarga
Islam menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa hukum,
agar mampu memahami dan menganalisis penerapan hukum

keluarga Islam dalam konteks masyarakat dan negara Indonesia.

KONSEP HUKUM PERKAWINAN
1. Defenisi Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
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BAB VI HUKUM WARIS
ISLAM

A. PENDAHULUAN
Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari sistem

hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan hak kepemilikan
harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal
dunia. Pengaturan waris dalam Islam tidak hanya berdimensi hukum,
tetapi juga mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum sebagaimana bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad
para ulama.

Bab ini membahas konsep dasar hukum waris Islam, meliputi
pengertian waris, dasar hukum, asas-asas kewarisan, rukun dan syarat
waris, serta sebab-sebab dan penghalang kewarisan. Melalui
pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-
prinsip hukum waris Islam secara komprehensif sebagai dasar dalam
menganalisis persoalan kewarisan yang berkembang dalam
masyarakat Muslim dan penerapannya dalam konteks hukum di

Indonesia.

B. DEFENISI HUKUM WARIS
Dalam bahasa Arab waris dikenal dengan istilah “al- Miras” yang

menurut etimologi adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain
atau berpindahnya sesuatu dari satu kelompok kepada kelompok lain.
Secara terminologis (istilah) fikih harta peninggalan atau harta

warisan adalah “segala sesuatu yang ditigalkan oleh pewaris, baik
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BAB VII ZAKAT, WASIAT,
HIBAH, WAKAF.

A. PENDAHULUAN
Zakat, wasiat, hibah, dan wakaf merupakan instrumen penting

dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan
memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Keempat konsep ini tidak
hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (habl min
Allah), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (habl min al-nas),
khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan
umat.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, zakat, wasiat, hibah,
dan wakaf telah diakomodasi baik dalam norma syariat maupun
dalam hukum positif, serta menjadi bagian dari kewenangan
Peradilan Agama. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif
terhadap konsep, dasar hukum, serta perbedaan masing-masing
lembaga ini menjadi penting agar mahasiswa mampu memahami
fungsi dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan sistem

hukum nasional.

ZAKAT
1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik,
berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di
dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah,

membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.
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BAB VIII HUKUM EKONOMI
SYARI'AH

A. PENDAHULUAN
Hukum ekonomi syari’ah merupakan bagian dari hukum Islam

yang mengatur aktivitas ekonomi dan hubungan muamalah
berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah, seperti keadilan, kejujuran,
keseimbangan, dan kemaslahatan. Perkembangan lembaga dan
praktik ekonomi syari’ah di Indonesia menuntut pemahaman yang
komprehensif mengenai konsep, prinsip, serta kedudukan hukumnya
dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembahasan hukum
ekonomi syari‘ah menjadi penting bagi mahasiswa hukum agar
mampu memahami dan menganalisis praktik ekonomi syari’ah secara
normatif dan yuridis.

Melalui pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan
memiliki kemampuan untuk memahami konsep dasar dan prinsip-
prinsip hukum ekonomi syari’ah, menjelaskan perbedaan antara
sistem ekonomi syari‘ah dan ekonomi konvensional, serta
menganalisis kedudukan hukum ekonomi syari’ah dalam sistem
hukum Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu
memahami peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa
ekonomi syari’ah serta menerapkan pemahaman tersebut dalam

analisis kasus sederhana di bidang ekonomi syari’ah.
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enyusunan buku ajar ini didasarkan pada

kebutuhan pembelajaran yang menuntut

adanya materi yang sistematis, mudah
dipahami, dan relevan dengan perkembangan hukum
dan masyarakat. Materi dalam buku ini mencakup
pembahasan mulai dari pengantar hukum Islam,
sumber dan asas hukum Islam, kedudukan hukum
Islam dalam sistem hukum nasional, lembaga
peradilan Islam, hukum keluarga Islam, hukum waris
Islam, zakat, wasiat, hibah, wakaf, hingga hukum
ekonomi syari'ah. Dengan susunan tersebut,
diharapkan mahasiswa memperoleh pemahaman yang
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